PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi

Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat T

BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 /63« - V/SK-TK/BPPT/ 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
" AL-KAUTSAR2"”

DESA SUKARAGAM , KECAMATAN SERANG BARU,

KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

Mengingat

- B

b.

bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat
dan Pemerintah;

bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL-KAUTSAR
beralamat di Jalan Gotong royong No. 53 RT 02/02, Kelurahan
Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur telah
mengusahakan didirkannya Taman Kanak-kanak ( TK )
AL-KAUTSAR 2 .

bahwa Yayasan AL-KAUTSAR telah memiliki semua persyaratan
untuk program tersebut di atas;

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan ¢
tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Operasional Taman
Kanak-kanak ( TK ) AL-KAUTSAR 2, yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ~ ( BPPT )
Kabupaten Bekasi.

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah: . b
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Rl No. 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

7 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat,

8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Propinsi Jawa Barat;

9 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;

12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan
untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten
Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : SAIFUDDIN ARIEF, S.H.
Tanggal : 07 APRIL 2005.
Nomor ;=03 -,
Tentang pendirian Yayasan AL-KAUTSAR.
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada
Nama Yayasan : Yayasan AL-KAUTSAR.

Alamat . Jalan Gotong Royong No. 53 RT 02/02, Kelurahan
Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit,
Jakarta Timur



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth :
1.Bupati Bekasi.

oL

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK AL-KAUTSAR 2
Alamat : Perum. Mega Regency Blok D42 No.35-36 Desa

Sukaragam, Kecamatan serang Baru,
Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2012/ 2013

Pemberian lzin tersebut pada diktum pertama keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib
melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman
Kanak-kanak sebagimana dimaksud pada diktum pertama
dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai
bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan seperiunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Padatanggal : [} 9 MAY 2017

KEPALA BADAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19590116 198303 1 007

2.Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
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ST DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-946,HT.01.,02,TH 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
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WA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Saifuddin Arief, SH.MH Nomor
24/IV/NOT/2005 tanggal 26 April 2005 perihal pengesahan -
akta pendirian yayasan dan Nomor 14/VI/NOT/2005 tanggal 13
Juni 2005 perihal pengesahan akta pendirian.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terliadap Akta Pendirian Yayasan yang
: disainpaikan kepada kami, akta tersebut tzlah memenuhi syarat-syarat dan
'.ft‘] Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada
h keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yana é" S
dimaksud. %4
Mangingal : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran 3\/;:':
Megara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran (4‘6‘3
Megara Republik Indonesia Momor 4132) juncto Undang-undang Republik > {\,
Indonesia Momor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan ztas Undang-undang <\‘5'&,‘g

Momor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 115, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indovesia Momor 4430).
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': 2, Surat Keputusan Direltur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departernien
b Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubiik Indonesia Nomor C-
26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara
Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
pLy Dasar Yayasan.
=
: MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERTAMA - Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan
"-; YAYASAN AL-KAUTSAR COTONG ROYOWG

berkedudukan di Jalan Gotong Royong Nowor 53, Rukun Tetanggza
002, Rukun Warge 02, Kelurahan Pondok Bambu, Xecamatan Duren
Sawit, Jekarta Timw, sesuai Akta Nomer C3 tengzal 07 April
2005 dan Akta Nomor 09 tanggal OB Juni 2005 ¥apng ditnat oleh

NN NN

Hotaris Szifuddin Arief, SH.MH berkedudukan di Xota Tangerang, : ﬁ’
eputusan Muenten huikon dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia i g

rla) beilaku sejak tangyal ditelapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Jwud 2005
A MENTER] HUKUM LAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRAS! HUKUM UMUM




